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BUPATI SANGGAU 

PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU 

NOMOR 4 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2022 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 
BUPATI SANGGAU, 

 

Menimbang : a .  bahwa berdasarkan ketentuan pasal 320 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 

2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta 

Kerja menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah 

menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah 

diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 

6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sanggau tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022; 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah 

Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 

2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6856); 

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang 

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang 

Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 43); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6177); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 

Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

21.  Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6323); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan  (Lembaran 
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Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6794); 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, 

dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan 

Keuangan Daerah;  

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 

2010 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2014; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 2 Tahun 

2012 tentang Retribusi Jasa Umum, sebagaimana telah 

beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2021; 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 

2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau 

Nomor 1 Tahun 2020; 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 

2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 1 Tahun 2019; 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 8 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023; 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan 

dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Kabupaten Sanggau; 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 7 Tahun 

2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 9 Tahun 

2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2022; 

33. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 10 Tahun 

2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SANGGAU 

DAN 

BUPATI SANGGAU 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 



5 

 

Pasal 1 

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah berupa laporan keuangan memuat: 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; 

c. Neraca; 
d. Laporan Operasional; 

e. Laporan Perubahan Ekuitas; 

f. Laporan Arus Kas; dan 
g. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

 

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan 

laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik 
daerah/perusahaan daerah. 

Pasal 2 

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf a Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut: 
 

a. Pendapatan 
 

 Rp  1.590.132.140.159,67 

b. Belanja   Rp  1.644.295.744.752,73 

 Surplus/(Defisit)   Rp     (54.163.604.593,06) 

c. Pembiayaan   

 

- Penerimaan  Rp     305.918.391.192,18  

 

- Pengeluaran  Rp       47.500.000.000,00  

 
Surplus/(Defisit)  Rp     258.418.391.192,18 

 

Pasal 3 

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai 

berikut: 
1. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp19.906.073.865,67 

dengan rincian sebagai berikut: 

 

a.  Anggaran pendapatan setelah perubahan  Rp  1.570.226.066.294,00 

 b. Realisasi  Rp  1.590.132.140.159,67 

 Selisih lebih/(kurang)  Rp       19.906.073.865,67 

   

2. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp184.338.330.305,27 
dengan rincian sebagai berikut: 

 a.  Anggaran belanja setelah perubahan  Rp  1.828.634.075.058,00  

 b. Realisasi  Rp  1.644.295.744.752,73  

 Selisih lebih/(kurang)  Rp    (184.338.330.305,27) 

   

3. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah 

Rp204.244.404.170,94 dengan rincian sebagai berikut: 

 a.  Surplus/defisit setelah perubahan  Rp    (258.408.008.764,00) 

 b. Realisasi  Rp      (54.163.604.593,06) 

 
Selisih lebih/(kurang)  Rp    (204.244.404.170,94) 

    
4. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah 

Rp10.382.428,18 dengan rincian sebagai berikut: 

 a.  

Anggaran penerimaan pembiayaan 

setelah perubahan  Rp      305.908.008.764,00  

 b. Realisasi  Rp      305.918.391.192,18  
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 Selisih lebih/(kurang)  Rp               10.382.428,18 

    

5. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 

dengan rincian sebagai berikut: 

 a.  

Anggaran pengeluaran pembiayaan 

setelah perubahan  Rp        47.500.000.000,00  

 b. Realisasi  Rp        47.500.000.000,00  

 Selisih lebih/(kurang)  Rp                               0,00 

    

6. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah 

Rp10.382.428,18 dengan rincian sebagai berikut: 

 a.  
Anggaran pembiayaan neto setelah 
perubahan  Rp      258.408.008.764,00  

 b. Realisasi  Rp      258.418.391.192,18  

 Selisih lebih/(kurang)  Rp               10.382.428,18 

    

Pasal 4 

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 

ayat (1) huruf b per  31  Desember  Tahun  2022 sebagai berikut: 

a.  Saldo Anggaran Lebih Awal  Rp      305.908.008.764,28  

b. 
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran 

(SILPA/SIKPA)  Rp      204.254.786.599,12  

c. Saldo Anggaran Lebih Akhir  Rp      204.254.786.599,12  

    

Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 
Tahun 2022 sebagai berikut: 

a.  Jumlah Aset  Rp  3.442.042.540.370,49 

b. Jumlah Kewajiban  Rp       10.534.141.850,00 

c. Jumlah Ekuitas Dana  Rp  3.431.508.398.520,49 

    

Pasal 6 

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d per 

31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut: 

a.  Pendapatan - LO  Rp  1.558.995.800.903,66  

b. Beban  Rp  1.394.341.255.428,18  

c. Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa  Rp     153.698.364.009,66  

d. Surplus/Defisit - LO  Rp     153.698.364.009,66  

    

Pasal 7 

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf 

e per 31 Desember Tahun 2022 sebagai berikut: 

a.  Ekuitas Awal  Rp  3.239.619.674.250,51 

b. Surplus/Defisit-LO  Rp     153.698.364.009,66  

c. Koreksi Nilai Penyisihan Piutang  Rp            494.316.300,33  

d. Koreksi Ekuitas Lainnya  Rp         2.376.428.188,84  

e. Koreksi Kas  Rp                8.569.027,74  

f. Lain-lain  Rp       35.311.046.743,41  

g. Ekuitas Akhir  Rp  3.431.508.398.520,49  

    

Pasal 8 

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk  
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tahun  yang  berakhir  sampai  dengan  31  Desember Tahun 2022 sebagai 

berikut: 

a. Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2022  Rp     306.875.002.592,11  

b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi  Rp     126.092.019.606,77  

c. 

Arus kas bersih dari aktivitas investasi aset 

non keuangan  Rp    (227.755.624.199,83) 

d. Arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan  Rp                                  -    

e. Arus kas bersih dari aktivitas non anggaran  Rp                                  -    

f. Saldo akhir kas per 31 Desember tahun 2022  Rp     205.215.285.510,95  

    

Pasal 9 

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) 

huruf g tahun anggaran 2022  memuat  informasi  baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. 

    

Pasal 10 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: 

1 Lampiran I : Laporan realisasi anggaran 

 
Lampiran I.I : 

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan 

pemerintahan daerah dan organisasi 

 
Lampiran I.2 : 

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

 Lampiran I.3 : 

Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, 

organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok 

dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan 

 
Lampiran I.4 : 

Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan 

pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan 

sub kegiatan 

2 Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih 

3 Lampiran III : Laporan Operasional 

4 Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas 

5 Lampiran V : Neraca 

6 Lzampiran VI : Laporan Arus Kas 

7 Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan 

8 Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah 

9 Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang 

10 Lampiran X : 
Daftar rekapitulasi dana bergilir dan penyisihan dana 

bergulir 

11 Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi daerah) 

12 Lampiran XII : 
Daftar rekapitulasi penambahan dan pengurangan aset 

tetap daerah 

13 Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap 

14 Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi kontruksi dalam pengerjaan  

15 Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya 

16 Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah 

17 Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek 

18 Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang 

19 Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai 
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akhir tahun anggaran 2022 dan dianggarkan kembali 

dalam tahun anggaran berikutnya 

20 Lampiran XX : 

Ikhtisiar laporan keuangan Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas : 

 Lampiran XX.1 : 

Ikhtisiar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik 

Daerah/Perusahaan Daerah 

 Lampiran XX.2 : 

Ikhtisiar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan 

Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah. 

    

Pasal 11 

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran  Pendapatan  dan Belanja Daerah 

sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah 

    

Pasal 12 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  Peraturan  
Daerah  ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Sanggau. 

    

 

Ditetapkan di Sanggau 

pada tanggal 14 Agustus 2023 

BUPATI SANGGAU, 

 

TTD 
 

PAOLUS HADI 

 

Diundangkan di Sanggau 

pada tanggal 14 Agustus 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU, 

 

TTD 
 

KUKUH TRIYATMAKA 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2023 NOMOR 4 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU, PROVINSI 

KALIMANTAN BARAT: (4)/(2023) 

 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

 

Dr. MARINA RONA, S.H., M.H 
Pembina Tk. I (IV/b) 

NIP. 19770315 200502 2 002 

 

 


